
 

 
 
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada bulan September tahun 2018, terjadi tindak pemaksaan yaitu pengemisan 

terhadap anak. MM (10), bocah asal Kecamatan Patrang, Jember,dipaksa seseorang 

menjadi pengemis. Korban bahkan diancam agar mau mengemis dan menyetorkan 

hasilnya kepada orang tersebut. Kapolsek Patrang, AKP Mahrobi Hasan menjelaskan, 

pelaku yang diduga memaksa korban untuk mengemis tak lain adalah HW (31), 

pemuda asal Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang. HW tertangkap di tepi jalan 

raya kawasan Rumah Sakit dr. Soebandi, Jember, beberapa jam usai menerima 

setoran hasil mengemis MM, Sabtu (29/9/2018) pukul 23.00 WIB. 

Terbongkarnya kasus tersebut mulanya berasal dari laporan orang tua korban 

yang mengetahui informasi dari tetangganya yang melihat MM sedang mengemis di 

RS. Dr. Suroso, Jember. Setelah melakukan penangkapan, melalui MM polisi 

akhirnya mengetahui kenapa MM bisa mengemis di kawasan tersebut. Rupanya, anak 

laki-laki itu dipaksa oleh HW yang tidak lain tetangganya. HW mengancam akan 

membunuhnya jika tidak mau mengemis. Setelah mengancam, HW kemudian 

membonceng MM ke kawasan itu memakai sepeda motor milik HW. Sebelum kasus 

itu terbongkar, MM menyerahkan uang sebesar Rp 52.000 hasil mengemis kepada 
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HW. Sebagian besar kasus justru melibatkan orang-orang terdekat anak baik orang 

tua atau kerabat dekat lainnya. Dalam kasus MM pelaku HW merupakan tetangga 

dekat korban. Terkait dengan pemaksaan yang dilakukan HW oleh MM, maka anak 

sebetulnya mendapatkan perlindungan dari Tindakan pemaksaan. Hal menyangkut 

perolehan perlindungan hukum oleh anak tercantum pada pasal 15 angka d Undang- 

Undang. UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU No. 

35/2014 Jo. UU No. 23/2002). 

Berikut Pasal 15 UU No. 35/2014 Jo. UU No. 23/2002, yaitu : 

 

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : 

a. Penyelahgunaan dalam kegiatan politik 

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata 

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial 

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan 

e. Pelibatan dalam peperangan; dan 

f. Kejahatan seksual.” 

 

Kasus pemaksaan terhadap anak terkhususnya dorongan untuk melakukan 

pengemisan, seharusnya menjadi perhatian pula bagi orang tua karena orang tua 

berkewajiban untuk melindungi anak sebagai orang terdekat. Hukum Indonesia 

mengimplementasikan melalui undang-undang perlindungan anak yakni UU No. 

35/2014 Jo. UU No. 23/2002. Menurut Maidin Gultom1 menyangkut tentang 

perlindungan anak mengatakan: 
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Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhaladap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia, 

PT. Refika Aditama, Bandung: 2014, hal. 40. 
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“Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan 

sosial.” 

 

Meskipun negara memiliki Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (selanjutnya disebut dengan UU No. 39/2009)yang menyatakan 

tentang,“hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak,” 

keberadaan UU No. 35/2014 Jo. UU No. 23/2002 adalah perundangan utama 

terhadap upaya mewujudkan perlindungan hukum yang layak. Selanjutnya demi 

menegakkan perlindungan yang layak, undang-undang telah memberikan jaminan 

terperinci mengenai hak-hak yang harus didapatkan oleh anak. 

Mengingat masalah tindak kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak acapkali 

masih belum dirasakan masyarakat sebagai sebuah masalah yang membutuhkan 

perhatian khusus dan krusial sehingga penanganannya masih kalah dibandingkan isu- 

isu politik yang belakangan ini terus populer.2Data Komisi NasionalPerlindungan 

Anak (selanjutnya disebut Komnas PA) mencatat perolehan angka kasus sebesar 

sebagai berikut:“sejumlah 21.689.797 pelanggaran hak anak yang tesebar di 34 

provinsi, dan 179 kabupaten kota.”Kemudian, “sejumlah 42-58% dari pelanggaran 

hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual, selebihnya adalah kasus kekerasan 
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Bagong Suyanto, 2003, Pelanggaran Hak Dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan, Airlangga 

University Press, Surabaya hal.21 
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fisik, penelantaran, penculikan, pengemisan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak 

untuk tujuan eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak.” 

Berdasarkan uraian tersebut di atas kejadian kasus yang menimpa anak MM 

menarik untuk dikaji melalui skripsi dengan judul “ Pertanggungjawaban Pidana 

Terhadap HW yang Mempekerjakan Anak sebagai Pengemis Ditinjau dari 

Undang Undang No. 35 Tahun 2014 No. 23 Tahun 2002.” 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menarik untuk dijadikan rumusan 

masalah sebagai berikut: Apakah perbuatan HW dapat dikenakan 

pertanggungjawaban pidana karena telah mempekerjakan anak sebagai pengemis 

menurut UU No. 35/2014 Jo. UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

a. Tujuan Akademis 

 

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis sebelum memperoleh gelar 

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. 

b. Tujuan Praktis: 

 

1. Untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup tindak pidana 

pengemisan yang dilakukan oleh anak menurut UU No. 35/2014 Jo. UU 

No. 23/2002. 

2. Untuk mengetahui dan memahami tentang pertanggungjawaban pidana 

berdasarkan UU No. 35/2014 Jo. UU No. 23/2002. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui tentang hak hak anak dalam perlindungannya. 

 

2. Untuk mengetahui sanksi yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana 

melalui mempekerjakan anak dibawah umur. 

3. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan 

kepentingan anak dan memberikan sanksi tegas pada pelaku yang telah 

mempekerjakan anak dengan tindakan kekerasan. 

1.5 METODE PENELITIAN 

 

a. Tipe Penelitian 

 

Jenis pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis 

normatif adalah penelitian yang bersifat dogmatik dan dilakukan melalui 

pengumpulan bahan bahan dan pendekatan studi pustaka. 

b. Pendekatan Masalah 

 

Jenis penelitian hukum penelitian ini ialah penelitian hukum 

normatif. yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang 

dilakukan dengan meneliti data primer. Dalam kaitannya dengan 

penelitian normatif yuridis, penelitian ini menggunakan beberapa 

pendekatan yaitu : 

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu 

pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang 
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kaitan dengan UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, 

2. Conseptual approachadalah pendekatan konsep digunakan untuk 

memahami konsep-konsep tentang politik hukum. 

3. Case Approachadalah Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan 

telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang 

dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah 

memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok 

yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim 

untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai 

argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. 

c. Sumber Penelitian Hukum 
 

Penelitian skripsi memiliki dua korpus bahan yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari perundang-undangan, catatan- 

catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.Sedangkan data 

sekunder berupa kajian tertulis tentang hukum pidana eksploitasi anak dalam bentuk 

buku ataupun jurnal ilmiah. 

Didalam penelitian ini, data sekunder mencakup; 

 

1. Bahan hukum primer, yaitu bersifat autoritatif yang terdiri terdiri dari 

perundang undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim bahan hukum yang 
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mengikat,  dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini 

seperti: 

- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu data tambahan yang berfungsi memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang- 

undang dan penelitian hukum Indonesia. 

d. Langkah Penelitian 

 

A. Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Pengumpulan bahan hukum menggunakan inventarisasi, klasifikasi, dan 

sistematisasi. 

1. Inventarisasi merupakan langkah sistematis yang dilakukan dengan 

mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka dan jurnal. 

2. Klarifikasi adalah penjernihan masalah hingga menjadi transparan dan 

tidak ada yang dirahasiakan. 

3. Sistematisasi merupakan keseluruhan data yang diperoleh kemudian 

dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, 

sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh 

B. Langkah Analisa 
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Analisa yang penulis gunakan adalah metode deduktif , proses penalaran dari 

satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu 

(khusus). Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari 

kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya penulis 

menggunakan Penafsiran sistematis. 

Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika 

pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu 

sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing. 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 

 

Skripsi ini terdiri dari 4 bab, dan tiap bab dibagi lagi ke dalam beberaa sub 

bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. 

 

Bab ini merupakan langkah awal penulisan skripsi dimulai dengan latar 

belakang yang mengetengahkan kasus pengemisan anak oleh tetangganya sendiri. 

Skripsi ini mengetengahkan pertanyaan hukum positif manakah yang digunakan 

untuk menjerat pelaku. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan 

dan tipe peneltian yang digunakan yakni yuridis normatif. 

BAB II PERLINDUNGAN DAN HAK ANAK. 

 

Bab II menyangkut perlindungan anak dari perspektif Undang Undang No. 23 

tahun 2002. Bab ini dibagi dalam 3 sub bab: 

Bab 2.1 Pengertian perlindungan Anak dan Hak Hak Anak. 
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Bab ini akan memberikan tinjauan pengertian mengenai perlindungan anak, 

perolehan hak-hak anak, dan sejumlah dasar hukum yang berlaku di Indonesia. 

Bab 2.2. Pengertian Tindak Pidana Pengemisan. 

 

Bab ini akan memberikan tinjauan mengenai praktik pengemisan yang terjadi 

di kalangan masyarakat. tindakan pengemisan pada bagian ini akan dibahas melalui 

sudut pandang dasar hukum yang berlaku di Indonesia. 

Bab 2.3. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana. 

 

Bab ini mengemukakan Tindak .Pidana penculikan dan pengemisan menurut 

KUHP yang terintegrasi pula sebagai perbuatan eksploitasi ekonomi terhadap anak. 

Sebagaimana menurut UU yang merupakan larangan dan pelanggaran hak kebebasan 

anak yang di atur dalam UU perlindungan anak. 

BAB III PENERAPAN PASAL PASAL TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA HW YANG MEMPERKERJAKAN 

ANAK SEBAGAI PENGEMIS. 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan menyangkut penerapan 

UU No.23 Tahun 2002 terkait tersangka (HW) yang mempekerjakan paksa korban 

sebagai pengemis, rincian terdiri dalam dua sub-bab sebagai berikut: 

1.1. Kronologi kasus eksploitasi ekonomi terhadap korban (MM) Bab ini 

berisikan kasustindak kekerasan penculikan sekaligus eksploitasi ekonomi dengan 

memaksa mengemis terhadap anak MM (10), bocah asal Kecamatan Patrang, Jember, 

dan menyetorkan hasilnya kepada pelaku HW (31) 
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1.2. Analisispertanggungjawaban pidana terhadap HW terkait kasus 

pengemisan menurut UU No. 35/2014 Jo. UU  No.  23/2002.Bab  ini 

mengenukakan aspek hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku HW dari 

segi pandang No.23 Tahun 2002 UU Perlindungan Anak. 

BAB IV PENUTUP. 

 

Berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalah yang 

diteliti. Simpulan adalah hasil pengemisan atas MM oleh pelaku HW dari sudut 

pandang hukum positif menggunakan KUHP dan UU perlindungan anak; saran 

membahas rekomendasi ke depan untuk masalah hukum. Mengingat hukum bersifat 

preskripsi yang membutuhkan masukan atau input. 


